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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Penelitian 
Kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi dilihat melalui semakin berkembangnya Industri Kecil Menengah (IKM). Hal ini merupakan misi dari sistem ekonomi kerakyatan yang memiliki cita-cita perekonomian bangsa atas dasar prakarsa masyarakat indonesia.
Industri kecil menengah atau yang biasa disebut dengan IKM merupakan aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Depepenrindag (Departemen Perdagangan dan perindustrian) tahun 1999, Industri Kecil merupakan kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi sampai Rp. 200.000.000.- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 3 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 , mengernai Perindustri dijabarkan sebagai, Industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang tinggi.
[bookmark: _Hlk130473087][bookmark: _Hlk130797013]Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1995:
a. (Pasal 1): ayat 1, Usaha Kecil dan Kegiatan Ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi beberapa kreteria kekayaan bersih atau hasi penjualan tahun serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
b. (Pasal 5): (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000.-, (3) milik warga Indonesia, (4) berdiri sendiri bukan sosok anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (5) berberntuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 
[bookmark: _Hlk130797029]Dikutip dari website resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dalam rangka penguatan struktur Industri Nasional, Kementerian Perindustrian terus melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pembinaan sendiri merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong menumbuhkan dan mengembangkan Industri Kecil Menengah di seluruh penjuru tanah air dengan melaksanakannya program pembinaan di sentra Industri Kecil Menengah (IKM). Menurut Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik berisi tentang undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintah yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau koperasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkip, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.
Pelaksanan program pembinaan Industri Kecil Menengah dapat berhasil dan berdaya guna apabila program pembinaan Industri Kecil Menengah dapat memberikan manfaat yang besar terhadap Industri Kecil, terutama membantu industri kecil menyelesaikan permasalahannya, serta meningkatkan daya saing industri kecil terhadap perkembangan globalisasi.
[bookmark: _Hlk135977516]Salah satu kegiatan dalam perindustrian adalah mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pembinaan Industri Kecil Menengah sehingga dapat menghasilkan meningkatnya kualitas produk usaha. Peningkatan Kualitas merupakan tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas memalui struktur organisasi. 
Kota Cirebon memiliki letak geografis yang sangat strategis karena terletak di jalur perlintasan barang dan jasa melalui pantai utara (Pantura). Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian merupakan institusi yang dibentuk pemerintah dan mempunyai tanggung jawab pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian Kota Cirebon. Industri Kecil Menengah yang terdapat di Kota Cirebon terdiri dari 1948 Industri Kecil Menengah dengan dua kategori di dalamnya yakni Industri kecil Menengah Formal dan Industri Kecil Menengah Non-Formal. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian terdapat sub bagian pengembangan dan perencanan industri yang salah satu kegiatannya adalah Pembinaan Industri Kecil Menengah guna meningkatkan Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Cirebon.
Pelaksnaan pembinaan industri kecil menengah di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdangan dan Perindustrian Kota Cirebon terdapat beberapa hal yang belum optimal mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas tersebut seperti jadwal pembinaan yang tidak sesuai dan pelaku industri yang terlalu lama dalam pengumpulan data-data. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang hasilnya akan di tuangkan dalam Skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah Di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon”


1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian maka rumusan masalah pelaksanaan pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah yang belum efektif. 
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembinaan di Dinas Kopersi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon?

1.3.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
Dari permasalahan diatas maka tujuan yang ingin di capai dari penilitian ini adalah :
1. [bookmark: _Hlk135977578]Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembinaan di Dinas Kopersi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon.
2. [bookmark: _Hlk135977602]Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon.
3. [bookmark: _Hlk135977619]Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon.
1.3.2.  Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, maka kegunaan penelitian yang di tulis oleh penulis diharapkan adalah sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
a) Untuk mengembangkan Ilmu/Teori Adminstrasi, khususnya teori yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon.
b) Untuk memperkaya literatur dalam bidang admnistrasi publik, khususnya dalam bidang Efektivitas pelaksanaan Pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah.
b. Secara Praktis
Memberikan masukan/saran bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon dalam meningkatkan Efektivitas dalam Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Industri Kecil Menengah.
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